BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini, penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang
peneliti temukan di lapangan dan sudah-peneliti bahas dalam sub bab sebelumnya.
Bahwasanya konfliki dalam pembangunan jalan tol ruas Payakumibuh-Pangkalan akan
terus terjadi dan berkembang apabila tidak ditangani dengan komunikasi yang baik
sehingga analisis konflik urutan waktu menurut Simon Fisher yang peneliti gunakan
dapat menjelaskan akar permasalahan yang terjadi dalam pengadaan tanah
pembangunan jalan tol. Dari kronologis konflik pengadaan tanah pembangunan jalan
tol Padang-Pekanbaru ruas Payakumbuh-Pangkalan dapat dilihat pada awal tahun
2020 yang mana telah terjadi pematokan lokasi tanpa adanya pemberitahuan kepada
masyarakat. Selanjutnya masih pada tahun 2020 terjadi lagi pematokan ke 2 dan yang
semakin membuat masyarakat menjadi resah.

Lalu pada tahun 2021 adanya sosialiasasi dari pihak pemerintah dan pelaksana
jalan tol yang menjelaskan akan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru
yang akan melalui daerah masyarakat di Limapuluh Kota. Lalu pihak pemerintah dan
pelaksana memperlihatkan jalur-jalur yang akan dilalui jalan tol. Sosialiasasi tersebut
juga menjelaskan bahwa jalur tersebut berada di jalur alternatif 1 yang mana menjadi
trase yang sangat merugikan masyarakat, hal itu lah yang membuat masyarakat
melakukan perlawanan. Perlawanan yang begitu keras dari masyarakat diiringi oleh
permintaan masyarakat yang ingin jalur nya untuk diubah tidak sejalan dengan
keputusan pemerintah yang tetap memaksakan kehendaknya. Sehingga pada tahun

2022, pemerintah provinsi mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa trase jalan tol



berada di jalur alternatif 1 untuk ruas Payakumbuh-Pangkalan, pelaksanaannya pun
diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan menyatakan ikut memberi dukungan
dan partisipasi dalam kesuksesan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas
Payakumbuh Pangkalan.

Terkait dengan upaya penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah
pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Payakumbuh-Pangkalan telah
dilakukan dengan; (1)~XKompetisi; - terjadi “ketika" masyarakat-.yang dikuasai oleh
pemerintah yang berkuasa harus menerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah
mengenai ketetapan jalur tol yang telah diputuskan, namun terjadi penolakan dari
masyarakat. Tetapi, karena pemerintah memiliki hak kekuasaan atas negara, maka
pemerintah pun tetap memaksakan ketetapan tersebut tanpa mememnuhi keluh kesah
dari masyarakat. (2) Kolaborasi/negosiasi, terjadi ketika masyarakat yang tergabung
dalam Format melakukan pertémuan dengan pemerintah namun proses negosiasi tidak
berhasil. Ketidak berhasilan tersebut membuat masyarakat terus meminta kepada
pemerintah untuk mengalihkan jalur alternatif jalan tol dan tidak membebaskan
tanahnya untuk jalan tol jika jalurnya tidak dialihkan. (3) Kompromi/proses dialog
alternatif ini masih belum menemukan titik tengah dan menyebabkan penangguhan
sementara dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Payakumbuh-Pangkalan
hingga saat ini. (4) Aveiding) tidak terjadi dalam upaya penyelesaian Konflik sebab
karakteristik masyarakat dalam konflik yakni perihal harga diri tanah adat dan ulayat
yang tidak ingin habis digarap oleh jalan tol, dan pemerintah pun dalam hal ini tidak
dapat menilai bagaimana karakteristik masyarakat tersebut sehingga dalam hal ini
konflik tidak dapat dihindari dan terus berjalan. (5) Mengakomodasi, tidak adanya
upaya yang terjadi pada gaya manajemen penyelesaian konflik ini meskipun telah

berbagai usaha diskusi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan



belum terselesaikan karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dalam
konflik ini.

Dilihat secara teoritis, peneliti berpandangan bahwa teori konflik dalam
perspektif Wirawan yang melihat konflik sebagai proses pertentangan yang
diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang memiliki kebutuhan dan saling
tergantung mengenai objek konflik, objek konflik yang disebutkan dalam hal ini ialah
tanah. Peneliti menemukan di lapangan bahwa masyarakat sebagai pemilik tanah yang
butuh dan bergantung atas tanahnya tidak ingin membebaskan lahannya kepada
pemerintah yang juga membutuhkan tanah demi pembangunan jalan tol. Selain itu,
teori konflik dalam perspektif Ralf Dahrendorf yang menjelaskan dari aspek
kekuasaan peneliti temukan juga di lapangan. Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan
posisi dan wewenang antara masyarakat pemilik hak atas tanah dengan panitia yang
terlibat dalam pembangunan jalan tol ruas Payakumbuh-Pangkalan. Perbedaan ini
terletak pada pihak pengadaan tanah yang memiliki posisi dan wewenang lebih besar
daripada masyarakat pemilik hak atas tanah dalam proses pembangunan jalan tol

Padang-Pekanbaru ruas Payakumbuh-Pangkalan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang peneliti temukan di lapangan terkait
analisis manajemen konflik pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-
Pekanbaru, terdapat saran-saran dari peneliti yakni sebagai berikut :

Saran untuk peneliti selanjutnya yakni dalam penelitian ini hanya meneliti
konflik yang terjadi secara vertikal dan sebaiknya dalam penelitian berikutnya perlu
diteliti konflik secara horizontal dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol

Payakumbuh-Pangkalan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti



lebih jauh terkait konflik tanah adat terhadap eksistensi tanah ulayat di Sumatera
Barat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan. Terkait
dengan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol
Payakumbuh-Pangkalan, diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat melihat peran elit
lokal dalam menyelesaikan permasalahan ini dan juga lebih meneliti kepada semua
nagari yang akan dilewati jalan tol serta dampak-dampak yang terjadi baik dari aspek
sosial, budaya, ekonomi 'dan ‘lingkungan ‘yang*ditimbulKani oleh pengadaan tanah
pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah terkait
dalam mengimplementasikan suatu pengadaan tanah pembangunan jalan tol agar
lebih mengutamakan kemaslatan sosial yang menjadi subjek pembangunan bukan
objek. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, pihak pemerintah sebaiknya lebih
membuka ruang untuk berdiskusi bersama masyarakat dan lebih menampung semua
aspirasi masyarakat. Selain itu juga lebih mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal

yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang baik
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak perusahaan dan tokoh-tokoh
masyarakat setempat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup
terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan dan tentunya. konflik yang terjadi dapat

diminimalisir dan tidak berkepanjangan.



